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I. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Hukum Konstitusi adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata 

Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar 

sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis 

yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional. Dengan 

metode filosofis-konstitutif, metode yuridis-konstitutif, dan metode empiris-

konstitutif, Hukum Konstitusi mengkaji secara kritis dan mendasar konstitusi pada 

umumnya dan hukum dasar pada khususnya teristimewa undang-undang dasar 

sebagai basis penegakan negara hukum. 

Dengan mempelajari Hukum Konstitusi, para mahasiswa diajak serta 

memasuki wawasan konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit yang 

akan menjadi bekal berarti bagi mereka dalam pengembangan pengetahuan hukum 

dasar serta pemantapan okupasi dan/atau profesi masing-masing dalam kerangka 

hukum dalam menegakkan negara hukum, baik dalam pengertian negara hukum 

demokratis maupun dalam pengertian negara hukum kesejahteraan.  

 

II. KOMPETENSI LULUSAN  

Setelah para mahasiswa memperoleh pemahaman secara intensif dan 

ekstensif atas konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit, maka 

mereka diharapkan memiliki kemampuan (kompetensi) :  
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1. Mengembangkan pengetahuan Hukum Konstitusi dalam lingkup okupasi 

dan/atau profesinya. 

2. Memantapkan okupasi dan/atau profesinya dengan pengetahuan Hukum 

Konstitusi yang dimilikinya. 

3. Memposisikan Hukum Konstitusi sebagai faktor penting dalam pengembangan 

lembaga di mana ia bekerja. 

4. Mendorong Hukum Konstitusi sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan 

mengintegrasikan lembaga dalam kerangka negara hukum. 

5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dengan 

perspektif Hukum Konstitusi. 

 

III. MATERI PERKULIAHAAN 

Guna mendukung pengembangan Hukum Konstitusi sebagai ilmu dan 

Hukum Konstitusi sebagai peraturan serta pemantapan okupasi dan/atau profesi 

dalam kerangka memberi pembekalan bagi kemampuan (kompetensi) lulusan :  

1. Pendahuluan  

a. Pemikiran hukum konstitusi. 

b. Hakikat hukum konstitusi. 

c. Makna hukum konstitusi. 

d. Konsepsi hukum konstitusi. 

e. Tujuan hukum konstitusi. 

f. Pendekatan hukum konstitusi. 

g. Pembentukan hukum konstitusi. 

h. Karakteristik hukum konstitusi. 

i. Hukum konstitusi dan negara hukum. 

j. Hukum konstitusi, negara, dan organisasi. 

k. Hukum konstitusi dan bentuk-bentuk kenegaraan. 

l. Keadaan ilmu hukum konstitusi saat ini. 

2. Pengertian Ilmu Hukum Konstitusi  

a. Peristilahan ilmu hukum konstitusi. 
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b. Asal mula persitilahan ilmu hukum konstitusi. 

c. Pendefinisian ilmu hukum konstitusi. 

d. Kegunaan pengertian ilmu hukum konstitusi. 

3. Eksistensi Ilmu Hukum Konstitusi 

a. Sejarah dan perkembangan ilmu hukum konstitusi. 

b. Hukum konstitusi sebagai ilmu. 

c. Ilmu hukum konstitusi  sebagai  ilmu   murni  dan ilmu terapan. 

d. Ilmu hukum konstitusi dan perkembangan ilmu.  

e. Implementasi ilmu hukum konstitusi. 

4. Metode Ilmu Hukum Konstitusi 

a. Metode filosofis-konstitutif. 

1)  Metode komtemplatif-konstitutif. 

2)  Metode spekulatif-konstitutif. 

3)  Metode deduktif-konstitutif. 

b. Metode Yuridis-Konstitutif. 

1)  Metode yuridis normatif-konstitutif. 

2)  Metode yuridis historis-konstitutif. 

3)  Metode yuridis komparatif-konstitutif. 

c. Metode empiris-konstitutif.  

1)  Metode empiris sosiologis-konstitutif. 

2)  Metode empiris yuridis-konstitutif. 

5. Hubungan Ilmu  Hukum Konstitusi Dengan Ilmu-ilmu Lainnya 

a. Ilmu sejarah. 

b. Ilmu filsafat. 

c. Ilmu manusia (Antropologi). 

d. Ilmu masyarakat (Sosiologi). 

e. Ilmu jiwa (Psikologi). 

f. Ilmu politik. 

g. Ilmu hukum tata negara. 

h. Ilmu hukum administrasi negara. 
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i. Ilmu Lainnya. 

6. Pembidangan Ilmu Hukum Konstitusi 

a. Teori konstitusi. 

1)  Teori konstitusi. 

2)  Teori fiksi konstitusi. 

b. Hukum konstitusi. 

1)   Peratural legal. 

a)  Undang-undang dasar. 

b)  Undang-undang bermuatan konstitusi. 

c)  Undang-undang organik. 

d)  Undang-undang non organik. 

e)  Peraturan   perundang-undangan  pelaksanaan   lain dalam lapangan 

ketatanegaraan. 

2)   Peratural non legal. 

a)  Peraturan kebiasaan (usages). 

b)  Peraturan adat istiadat (customs). 

c)  Peraturan kesepahaman (understandings). 

d)  Peraturan konvensi (conventions). 

c. Lembaga-lembaga negara. 

1)  Lembaga-lembaga negara. 

2)  Lembaga-lembaga non negara.  

d. Susunan organisasi negara.  

7. Sumber Hukum Konstitusi  

a. Sumber material hukum konstitusi. 

1)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli sejarah. 

2)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli filsafat. 

3)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli antropologi. 

4)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli sosiologi. 

5)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli politik. 

6)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli ekonomi. 
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7)    Sumber hukum konstitusi menurut ahli geografi. 

8)    Sumber hukum konstitusi menurut ahli psikologi. 

9)    Sumber hukum konstitusi menurut ahli agama. 

10)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli hukum. 

11)  Sumber hukum konstitusi menurut ahli lainnya. 

b. Sumber formal hukum konstitusi. 

1)  Undang-undang. 

2)  Adat dan kebiasaan. 

3)  Yurisprudensi/Preseden. 

4)  Traktat. 

5)  Doktrin. 

8. Hukum Material dan Formal Konstitusi. 

a. Hukum material konstitusi. 

b. Hukum formal (acara) konstitusi. 

 

IV. STRATEGI BELAJAR MENGAJAR (PEMBEJALARAN) 

Dalam strategi belajar mengajar (pembelajaran) mendayagunakan 

komponen-komponen proses belajar mengajar (pembelajaran) tujuan, bahan, 

materi, interaksi, dan evaluasi. 

1. Tujuan belajar mengajar (pembelajaran) 

Dosen dan para mahasiswa menyadari tujuan kurikulum dan tujuan 

instruksional. 

2. Bahan belajar mengajar (pembelajaran) 

Dosen dan para mahasiswa mempersiapkan bahan yang diperlukan. 

3. Metode belajar mengajar (pembelajaran) 

Agar hasil belajar mengajar (pembelajaran) seoptimal mungkin, maka 

dalam perkuliahan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

seminar, tugas dan resitasi, kerja kelompok, dan lainnya, atau kombinasinya.  

4. Interaksi belajar mengajar (pembelajaran) 

Di  samping  dosen  memberi  kuliah  dan  para  mahasiswa   menyimak 
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dengan baik, tetapi dosen dan para mahasiswa secara aktif menemukan masalah 

teoretik-empirik untuk dipecahkan secara bersama-sama. 

5. Evaluasi belajar mengajar (pembelajaran) 

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) minimal 

kehadiran 80 % dari frekuensi perkuliahan. Sementara itu, kelulusan mata 

kuliah ini ditentukan oleh akumulasi komponen kelulusan meliputi nilai ujian 

tengah semester (UTS) 25 %, nilai tugas 25 %, dan nilai ujian akhir semester 

(UAS) 50 %. 

Nilai akhir kelulusan akan berupa angka dan huruf mutu, yaitu 86-100 = 

A (Lulus dengan bobot 4), 76 – 85 = B (Lulus dengan bobot 3), 66 – 75 = C 

(Lulus dengan bobot 2), 56 – 65 = D (Lulus dengan bobot 1), dan 55 atau 

kurang = E (Tidak Lulus dengan bobot 0). Bagi mahasiswa yang frekuensi 

perkuliahan terpenuhi, tetapi ada komponen yang tidak dipenuhi akan 

dinyatakan dengan BL (Belum Lulus). Bagi mahasiswa yang memperoleh BL 

dan dalam kurun waktu tertentu tidak melengkapi kekurangannya, maka yang 

bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari perkuliahan. 
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